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ABSTRAK

Dengan mengetahui kendisi pasang surut (pasul} dan salinitas dan perairan di pantai atau
laut, kita mempunyai dasar 1lmiah yang baik untuk digunahan dalam mengeloia wilayah perairan
laul: seperti zonasi daerah sensitif, batas ekelogis, dan daya dukung, dari  pulau-pulau kect] atau
panta; area sebaran bahan-bahan pencemar; hingga bencana dari laut. Parameter yang di perlukan
untuk menentukan batas tersebut adalah kecepatan, arah arus: tipe dan tunggang pasut; serta
sebaran mendatar dari salinitasnva. Batas ekologis dari sebuah pulau, misalnyva, dimmana kecepatan
arus pasut di perairannya berkisar 20 ¢m/det dan bertipe ganda (semidiurnal), adafah sejauh 4,5
km dari garis pantai. Parameter-parameter oseanografi di atas masih belum Sgpenuhnya
dimanfaatkan dalam menyusun kebijakan tentang perawran pantar dan lauf, walay pun sudah
disosiahisasikan hampir SAU dasawarsa terakhir oleh penults lewat jalur pendidikan darn
pertemuan-pertemuan louah. Mengapa? Mengavu pada hasil penelihan tenlang kebijakan,
nampaknya sosialisasi yang nenjadi penyebab utamannya.

1. PENDAIIULUAN

Pasang surut (pasut) adalah naik turunnya paras laut secara hampir periodik
yang disebabkan oleh gaya tarik benda-benda angkasa, surya (matahan) dan
chandra (bulan). Pengaruh pasut sangat terasa di peraivan pantai, semi fertutup,
sepertl selat, estuaria, atau teluk. Tetapi di perairan terbuka scperti samudera,
pengaruh pasut tidaklah senyata seperti di perairan yang disebutkan. Dengan
terjadinya air pasang disusul oleh air surut silih berganti, maka arus laut juga akan
mengalir bolak-balik mengikuti perubahan tadi. Ini mengakibatkan massa air juga
bergerak bolak balik mengikuti perubahan pasang surut. Massa air tcrsebut akan
mengalir sejauh jarak tertentu, dan ini ditentukan oleh kecepatan arus dan lamanya
aliran berlangsung. Keccpatan arus pasut ditentukan oleh tunggang pasut {tidal
range). Makin besar tunggang pasut di suatu perairan, makin kuat arus yang
ditimbulkannya. Latna aliran arus berlangsung (ke satu arah) ditentukan oleh
periode pasutnya Jika periodc pasutnya adalah setengab harian (semi-diumnal),
maka lama aliran tersebut adalah sekitar 6 jam. Dan 6 jam bcrikutnya arus
mengalis ke arah scbaliknya. Konsep ini yang digunakan untuk menentukan zona
dacrah sensitif, batas ekclogis, daya dukung, hingga rambatan bencana yang
berazal dari laul.
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Salinitas definisikan sebagar kandungan garam-garam anorganik (dalam
gram) yang terlarut dalam 1 kg air laut. Salinitas merupakan salah Satu parameter
utama dari bidang ilmu oseanografl dan bemsifat konservatif. Senvawa konservatif
diartikan sebagal senyawa ynng relatif tidak berubah terhadap waktu. Karena
hersifat konservatif, salinitas cocok untuk digunakan sebagai indikator
menentukan adanya air laut di suatu area. Sebagai conich, kandungan garam yang
ditemui di air sumur penduduk yang tinggat dekat pantai menandakan adanya
intrusi air laut ke air tanah, Salinitas air laut merupakan paratneter yany umum
Jiketahui, dan relatif mudah diukur (dibandingkan deagan mengukur kandungan
logam berar, nusalnya), sehingga dapal digunakan srbaga nd:kator lingkungan
yang handal.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, penulis mempunyai keyokinan
bahwa kedua parameter tersebut dapat digunakan sebagai indikator penentu
kondisi lingkungan. Yang berarti parameter tersebut dapar digunakan sebagai
pertimbangan ilmiah dalam meayusun kebijakan-kebijakan tentang kelautan.
Untuk 11y, penulis telah melakukan promosi tentang kedua parameter oseanografi
tersebut sejak hampir satu dasawarsa yang lalu. Promosi dilakukan melalui jalur
pendidikan (scbagai bahan kuliah} kepada para mahasiswa di [PB, dan forum-
forum ilmiah (scperti seminar, konferensi, atau rapat kerja). Tetapi dirasakan
bahwa hasilnya belum memadai, sehingga terkcsan terabaikan. Dalam makalah
ini, akan dibahas mengapa hal ini terjadi, dan langkah-langkah yang dipcrlukan
agar hasil-hastl penelitian dapat lebih banyak digunakan dalam penentuan
kebijakan.

Pembabiusan dalamy makalah ini dikelompokkan menjadi dun bagian, yaitu
aspck ilmu pengetahuan (sains) dan aspck kebijakan. Pada aspek sains, dua
parameter oseanografi vang akan disampaikan kali tni. yaitu pasang surut dan
salinitas.

I. PARAMETER OSEANOGGRAFI UNTUK PEMBENTUKAN
KEBIJAKAN

Dalam makalah ini. parameter pasut dan salimitas akun menjadi pokok
bahasan untuk digunakan dalam proses pembentukan kebijakan tentang kelautan
di Indonesia. Kedua parameter ini mempunyai potensi besar untuk diterjemahkan
menjadi kriteria kebijakan yang kokoh dan dapat diimplementasikan untuk
melestarikan dan melindungi lingkungan. Pertimbangan ini didasari atas: (1)
Seluruh perairan pantai dan laut Indonesia mengandung garam dan di pengaruhi
oleh pasut. Ini memudahkan pemanfaatannya karena dapat ditemui dimana-mana;
(2) Komponen-kemponen pasut di suatu perairan (selama kondis geografisnya
tetap) dapat dikatakan tidak berubah. Demikian pula dengan salinitas. Demikian
pula dengan larutan garam anorganik di laut yang relatif srabil karena berupa
bahan/senyawa konservatif. Karena karakterisiik dari kedua paramecter ini relatif
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tidak berubah terhadap waktu, sehtngga sangat cocok untuk digunakan srbagai
indikator; (3) Pengukuran kedua parameter ini relatif mudab, tideak memerlukan
teknologi yang terlalu canggih. sehingga dapat dilakukan di daerah-daerah yang
terpencil sekalipun. Kondisi ini memudahkanr penggunaan kedua parameter ini
sebagai indikator kondisi lingkungan. dan digunakan scbagai kriteria dalam
menentukan kebijakan, (4) Pclatiban tenaga tcknis untuk  mengukur  dan
mengumpulkan data pasut dan salinitas menjadi Telalit qiudan, karena tidak
memerlukan peralatan dengan teknologi canggih.

Pasang Surut

Pasang surut (pasut) di perairan Indonesia berasal dan Samudera Pasifik
melalui Laut Hamahera, Laut Maluku, Laut Sulawesi, dan Laut Cina Selatan dan
Sainudera Hindia melatui Laut Timor dan Laut Sawu (Pariwono, 19%85). Selat
Malaka terlalu sempit dan dangkal untuk dapat dilewati oleh pasut dari Samudera
Hindia. Di perairan Indonesia, yang distkat vleh pulau-pulau besar maupun kecil,
pasut yang merambat masuk dari kedua samudera tersebut saling berinteraksi yang

sangat dipcngaruhi oleh kondisi geografts, dan ini menghasilkan keadaan pnsut
yang unik.

Pada gambar tersebut terlihat dengan jelas bahwa pasut yang melewati
perairan dangkal akan berubah karakternya, seperti yang ditemui terutama di
perairan barat Indonesia. Tipe pasut di bagian barat Indonesia sangat beragam dari
tipe ganda mumi (semi-divwnal tides), tipe campuran dengan dominasi ganda atau
tunggal, hingga tipe tunggal mur (fiwrnal tides). Keadaan sebaliknya ditetnui di
perairan timur [ndonesia yang pada umumnya berupa |aut dalam, dimana tipe
pasutnya didominasi oleh tipe campuran dengan dominasi ganda.

Tipe pasut dari suatu lokasi, merupakan salah satu komponen penting dari
parameter pasut untuk dnpat menghitung jarak yang ditempuh oleh atiran massa
air vang digerakkan oleh pasut. Mari kita andaikan tipe pasut di suatu perairan
adalah Ty, dan kecepatan ants pasut reratanya adalah U, maka jarak tempuh (J)
revata maksimum yang dicapai oleh aliran massa air dari perairan terscbut olch
pasut dapat dibitung berdasarkan formula berikut:

)= %UTpeU M

dimana Tp = 12 jam 251menit (tipe ganda atau campuran dominasi ganda)
= 24 jam 50 menit (lipe tunggal atau campuran dominasi tunggal)
U = kecepatan arus pasut rerata (mis)

Sekarang andaikan tipe pasut dari suatu perairan adalah tunggal, dan
kecepatan pasut reratanya adalah 0,20 m/s, maka jarak tempul rerata maksimum
yang digerakkan oleh pasut adalah Y2 x (24 jain 50 menit) x 0.20 m/s = 8940 in,
atau sekitar 8,9 km. Dengan demikian, jika kecepatan arus pasut reratanya tetap
sama tetapi tipe pasutnya adalah ganda, maka aliran massa wimya dapat
menempuh jarak sekitar 4,5 km.
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Akurasi dari perhitungan berdasarkan persamaan (1) tersebut berada pada
orde pertama. Kctepatan perhitungan dapat ditingkatkan dengan berbagai cara,
seperti menggunakan kecepatan arus pasut tiap jam yang berbeda antara kondisi
pasut pada saat pasang pumama (Spring zide) aau pasang petbari (neap ride).
Pengaruh arus yang disebabkan oleh angin dapat juga mempermendek atau
memperpanjang jarak tempuh yang disebabknn oleh pasut tadi. Jarak tempuh J
akan berkurang jika arus angin berlawanan arahnya dengan arus pasut, dan
sebaliknya nilai } akan bertainbah besar jika arah arus angin searah dengan arus
pasutnya. Akan tetapi untuk keperluan praktis, penulis berpendapat persamaan (1)
tetap dapat digunakan sebayai acuan dasar.

Sepi aplikatif dari perhitungan tnenggunakan persamazn (1) ini sangat luas,
Sebagai contoh:

(1) Jika terjadi tumpahan minyak atau bahan pencemar lainnya di dekat perairan
pantai, maka ketika surut bahan pencemar tadi aknn terbawa ke tengah laut
sejauh sekitar 4.5 kim (dengan asumsi bahwa kecepatan arus pasut reratanya
0,20 m/s, dan tipe pasut adalah ganda). Kemudian ketika air pasang, arus pasut
akan mengalir balik kt arah pantai, dan baban pencemar tadi akan terbawa
kembali menuju pantai. Dengan deinikian area yang besar kemungkinan
terkena bahan pencemar berada dalam radius 4,5 km. Jika faktor penggerak
arus lain juga diperhitungkan, radius dari area tercemar dapat berkurany atau
Ichih besar dari 4,5 kum. Informasi seperti ini berguna dalam upaya mitigasi
bhencana,

(2) D1 suatu perairan yang digunakan untuk berbagai kepentingan vang pada
umumaya saling bertentangan, maka zonasi kegiatan merupakan salah satu
cara untuk mengurangi konflik kepentingan. Penentuan area zonasi akan {ebih
mudah dengan menerapkan konsep berdasarkan persamaan (1) di atas. Jika di
suatu perairan akan dibangun kegiatan industri di dekat daerah sensiuf karena
kondisi ekolagisnya yang unik, maka sebaiknya kegiatan industri terschut
haruslah berada pada radius lebih jauh dari 4,5 km (menggunakan asumst yang
sama seperti pada butir 1) dart daerah yang sensitif. Dengan demikian
kemungkinan bahan pencemar yang dihasilkan oleh kegiatan industri tadi
sampai ke area sensitif menjadi minjmal.

Salinitas

Salinitas merupakan salah satu parameter utama dari oseanografl, yang
bersama dengan parameter utama oseanografi lainnya, temperatur, digunakan
untuk menentukan jenis-jcnis massa air di perairan dunia sehingga kedua
parameter terscbut disebut sebagai komponen sidik-jari {finger prinr} massa air
laut. Pada awalnya unit salinitas dinyatakan dalam %o (berasal dari banyaknya
garain yang terlarut (dalam gram) dalam 1 kg air laut), kemudian menjadi psu
{(practical salinity umit) ketika pengukuran salinitas lebth banyak dilakukan
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dengan mengukur konduktivitas perairannya. Sckarang, salinitas ditulis tanpa unit.
Jadi salinitas 35 %o = 35 psu = 35.

Di perarran yang tertwiup seperti danau, kandungan garamnya dapat
meningkat dan air danau yang dulunya tawar dapat berubah menjadi payau. Proses
yang dikenal sebagai salinasi (sa/ination) i menjadi masalah utama untuk
daerah-daerah yang kering seperti Australia. Salinasi merupakan suatu prosesyang
kampleks, karena terjadi ketidak seimbangan pemanfaatan air dengan masukan
dari alam. Keadaan ini diperparah dengan prases penguapan yang tinggi, sehingga
kandungan garam yang trrtinggal makin meningkat daii memberi kontribusi
terjadinya salinasi. Di Australia, kandungan garam di sungai, terutama di Negara
bagian Australia Selatan, menjadi masalah karena meinberikan dampak negatif
terhadap pertanian, prasarana (jalan dan bangunan), sumber air tawar, dan
lingkungan (DWLBC, 2007).

Terjadinya proses salinasi atau proses intrusi air laut ke darat dapat diketahui
dari diteinuinya kandungan garain di suinber air tawar dari daerah yang diamati.
Makin tinggi nilai salinitas di sumber air tawar terscbut mengindikasi kan
meningkatnya massa air asin yang bercampur dengan massa air rawar, Nilai
salinitas terscbut dapat dinyatakan melatui fonnula dasar sebagal berikut:

S F+S8 V.

[ I e 2
S, T (2)

dimana S¢ adalah salinitas campuran; S; dan V; secara berturut-turut adalah
Salinitas dan Volume dari massa air pertama; 8, dan Vo secara berturut-
turut adnlah Salinitas dan Volume dari massaair kedua.

Persamaan (2) cocok untuk diterapkan untuk perairan pantai, sepeni sungai,
estuaria (muara), atau teluk, dimana terjadi pertemuan antara massa air tawar
dengan air laut. Andaikan volume air di suatu bagian sungai V|, = p m’, dan
salinitasnya & = 0; bertemu serta bercampur dengan baik dengan air laui
bervolume sama V, = V|, = p m}, dan salinitas air laut S» = 32, maka salinitas
campurannya, S¢: = 16. Dari contoh sederhana ini — dengan mengetahui volume air
tawar dan salinitas air laut sebelun tercampur- kita dapat inenghitung berapa
besar volume air laut yang berada di lokasi pengukuran. Jika salimias di tempat
pengukuran |ebih kecil (besar) dari 16, itu berarti volume air laut di area tersebut
akan lebih kecil (besar) dari p m'. Dengan kata lain, jauhnya rambatan air laut
memasuki sungai ketika air pasang dapat dihitung, dan dapat digunakan lebih jauh
untuk memprakirakan damnpak yang ditimbulkannya.

Contoh lain dari aplikasi data salinitas adalah di perairan pantai dimana
sungai bermuara. Dari data sebaran salinitas secara mendatar (harisontal) di
pennukaan laut, kita dapat tnengetahui luas dan jarak sebaran air sungai dari garis
pantai. Data salinitas diperoteh dengan melakukan pengukuran secara terarah dan
terpadu, agar tujuan penguluran dapat dicapai. Di samping menganalisis sebaran
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mendatar dari salinitas, analisis sebaran secara menepak (vertikal) akan
memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi perairannya. Sebagai
contoh:

(1) Jika sebaran mecnegak salinitas dari permukaan hingga dasar berupa garis
tegak, kondisi ini mengindikasikan bahwa massa air di lokasi tersebut teraduk
dengan baik. Untuk perairan semi tertutup seperti teluk, dengan mengetahui
salinitas dan volume perairan, serta salinitas laut lepasnya, maka jumiah
volume air laut yang memasuki teluk tersebut dnpat dihitung berdasarkan
persamaan (2) di atas,

(2) Jika sebaran menegak salinitas dari pertnukaan hingga dasar tidak membentuk
garts tegak - miring, atau berbentuk buruf ‘S terlentang’-, kondisi ini
mengindikasikan bahwa massa air di area tersebut tidak sepenuhnya
bercampur atau adanya pelapisan {stratifikasi). Maka untuk menghitung
besamya wveolume air laut yang bercampur, persamaan (2) masih dapat
digunakan sebagai persamaan dasar tetapi perlu modifikasi agar dapat
digunakan dengan baik.

Kedua parameter yang telah dibahas, pasut dan salinitas, mcmpunyai
kelebihan dan kekurangannya masing-inasing, sehingga jika digunakan bersama-
sama untuk keperluan pengelolaan lingkungan akan saling melengkapi.

HI. KEBIJAKAN BERAZASSAINS

Peran ihmu pengetahuan {sains) dalam pembentukan kebijakan, terutama
dalam mengelola sistem sosio-teknologi, mentngkat dalam tiga abad terakhir
(Mostashari 2003). Akan trtapi, kebijakan pada umumnya hergerak lebih cepat
ketimbang ilmu pengetahuan (sains). Dan kemampuan para ilmuwan untuk
menyediakan informasi memperlukan waktu yanyg lebih lama dari waktu yang bisa
ditelcransi oleh para pembuat Kkebijakan, terutama bagi isu yang mempunyai
muatan politik tinggi. Menurut Clark dkk (1998), salah satu tantangan terbesar
dari upaya sains bertemu dengan kebijakan adalah integrasi pengetahuan
{(knowledge) dari berbagat sumber yang beragam, data, dan perspekiif, agar bisa
bennuara menjadi satu luaran atau kesimputan.

Sebelum melihat kepada kendala yang ada dalam memungut (adopr)
kesimpulan yang dihasilkan sains sebagal dasar dari suatu kebijakan, kita
sebaiknya melihat dahulu pengetompokan di hidang sains dan karakteristik dari
penelitan-penelitian yang terkait. Kategori pertama adalah ilmu-ilmu dasar (basic
sciencesy yang digerakkan terutama oleh keingin-tahuan penelitinya, dan
fuarannya adalah lebih banyak dari ilmu untuk ilmu. Kategori kedua adalah ilmu-
ilmu terapan. [Imu-ilmu terapan yang dimulai sekitar akhir abad 19, pada awalnya
dilakukan untuk mempertahankan kemurnian dan kebebasan penelitian-penelitian
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dasar {firndamental research) yang dilakukan di universitas-universitas. Sekarang,
ilmu terapan menjadi ‘merek dagang’ dari pengeiahvan yang dihasilkan oleh fab-
lab industri, stasiun-stasiun percchaan pertanian, dan lembaga-lembaga lainnya
yang memmnpuni penggunaan/aplikasi dari penemuan-penemuan jlmiah (JasanofT
2003). Kategori ketiga adalah ‘ilmu terapan untuk kebijakan' {disingkat menjadi
‘tergjak’). Para akademisi di bidang sains dan teknologi mengidentifikasi suatu
ranah pengetahuan baru, yang berkaitan dengan pemanfaatan dari ilmu-ilmu
terapan tetapi lebih banyak dikendalikan oteh kebijakan. Bidang ilmu kategori
yang lerakhir tadi banyak dikaji dalam kaitannya dengan peraturan-peraturan
tentang lingkungan, yang disebut sebagai trans-science, mandated-science,
fidneial-science  atau  regulaiory-science (Lovbrand 2007). Berbeda dengan
bidang-bidang ilmu dasar atau terapan, bidang ilmu terajak ini terutama
merupakan ranah dari penentu kebijakan dan penyusun peraturan, sedangkan
ilmu-itmu dasar dan terapan menjadi lingkup para peer-group ilmuwan.

Menurut Jasanoft (1990) dalam Lévbrand (2007). kegiatan akademik dalam
ilmu-ilmu teraiak meliputi; (1) Studi disponsori oleh lembaga penentu kebijakan,
untuk mengisi kekosongan yang ada antara penemuan-penemuan 3lmiah dengan
proses pembuatan kebijakan; (2) Kegiatan mensintesa seperti melakukan penilaian
{review} dan pengkajian (assessment) dari ilmu-ilmu dasar lebih besar perannya
dalam ilmu-ilinu tergiak dibanding dengan di penelitian-penelitian ilmu-ilmu
dasar maupun terapan; dan (3) Prediksi tentang resiko lingkungan vyang
ditimbulkan, merupakan bagian utama dalam ilinu-ilmu terajak. Seberapa besar
kepastian yang bisa dipegang untuk menjawab masalah-masalab dari lingkungan
yang kompleks merupakan titik berat dari ilmu-ilmu terajak ini.

Jadi nakio tinggi kepastian yang dapat diperoleh dari fakta-fakia ilmiah
akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan herada di jalur yang benar. Padaha)
di bidang sains, kesimpulan bisa mendua, ada sisi positif dan negatifnya. Sisi
negatif dari hasil penelitian bidang sains dan tergpan biasa digunakan sebagai
pintu masuk untuk mengembangkan ilmu terkait ke tingkat yang lebih tinggi.
Hasil penelitian yang mendua seperti ini membuat para penentu kebijakan ragu-
ragu Untuk menyusun kebijakan berdasarkan hasil penelitian tersebut, Contoh
nyata yang paling mutahir adalah Protokol Kyoto bestujuan antara lain untuk
mengurangi emisi karbon ke atmosfir. Negara-negara Uni Eropa telah meratifikasi
dan berusaha mencrapkannya, tetapi Ainerika Serikat dan Cina belum bersedia
meratifikasi karena adanya sisi yang tidak menyakinkan darj hasil-hasil penelitian
akademik yang mendasarinya.

Dari perbedaan karakieristik scperti yang tdlah dibahas di atas, tidaklah
mengherankan adanya kesenjangan vang menjadi kendala dalam penggunaan
hasil-hasil dari sains untuk pembentukan kebijakan. Ada cukup banyak saran
untuk menjembatani kcsenjangan tadi, seperti yang disampaikan oleh parlemen
Inggris (House of Common 2006), yaitu kebijakan sebaiknya didasarkan pada
kenyataan yang ada, dan transparansi merupakan hal utama dalam menyusun
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kebijakan. Karena sekarang, proses pembuatan kebijakan yang mutakhir haruslah
memenuhi sembilan unsur (Bullock dkk. 2001):

|. Pandangan ke depan {forward locking). Kebijakan didisain untuk jangka
panjang {minimum 3 tahun ke depan) berdasarkan kecenderungan sosekbud
yang ada

2. Melihat keluar (outward looking). Mempertimbangkan fakior-faktor penting
yvang mempengaruhi pada tingkat nasional, regional, dan internasional

3. Inovatif, luwes, dan kreatif. Dalam proses pembentukannya, mengkaji cara-cara
baku yang berlaku; memperkenalkan ide-ide baru dan kreanf, trrbuka untuk
saran

4, Berdasarkan fakta. Fakta yang digunakan dalain proses pembentukan kebijakan
berasal dari berbagai suinber vang luas

5. Inklusif. Mempertimbangkan dampak terhadap dan/atau memenuhi kebutuhan
semua iapisan masyarakat vang terkena kebijakan, terutama para pemangku
kepentingan (disingkat menjadi mangkuting = stakeholdery)

6. Pcadekatan holistik. Pendekalan seyogyanya lintas institusi, schingga kebijakan
telah mencakup azas etik, moral, dan legalitas.

-~

. Penilaian (Review). Kebijakan yang ada haruslah ditelaah secara tetap untuk
memastikan agar tepat sasaran

8. Evaluasi. Evaluasi secara sistematis tentang efektivitas dari kcbijakan yang
dikeluarkan haruslah merupakan bagian dari pembentukan kebijakan itu sendin

9. Hikmah yang didapat (fessons learned). 1liktnah yang didapat dari pengalaman
tentang aspek-aspek yang bias diterapk an dan tidak,

Agar terjadi sinergi yang lebih baik, sehinggo dapat meningkatkan
kelerkaitan antara hasil-hasil yang diperoleh dari bidang dmu-ilmu dasar dan
terapan denygan kebutuhan yang diperlukan oleh bidang ilmu tersjak, Scott dkk
{2006} menyarankan empat faktor kunci vang perlu dilakukan. yaitu (1) Insentif
perlu diberikan pada komunitas peneliti yang terlibat dalarn  pembentukan
kebijakan (tennasuk pcndanaan); (2) Kcperluan dari penentu kebijakan untuk
memperoleh masukan duri iimuwan harus (crperinei dengan jelas, melalui proscs
perencanaan kebijakan yang terintegrasi; (3) Para peneliti dan komunitas pembuat
kebijakan seyogyanya mcmelihara komwnikasi ineraktif dengan tetap; (4)
Pendidikan dan pelatihan adalah penting bagi para penelti (dari kctiga kategort
bidang ilmu} muu pun para pznentu kebijakan, sehingga para penyandang dana
penelitian dan lembaga/organisasi pembentuk kebijakan menyediakan dana dan
waktu untuk pelatihan/pendidikan terkait.
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Penulis setuju dengan pendapat Cullen (2004), yang menyebutkan bahwa
peneliti yang akan memberi kontribusi pada kebijakan publik haruslah: (a) Siap
untuk berbicara di hadapan publik; () Menyampaikan masalah secara jelas dan
sederhana; (c) Menyediakan jalan keluar alternatif yang realistis dan dapat
diterima; (d) Penyederhanaan isu-isu rumit sangat penting untuk berkomunikast
dengan masyarakat yang lebibh Juas. Penulis mengakui belum sepenuhmya
memaksimalkan saran-saran yang diberikan oleh Cullen tersebut.

IV. PENUTUP

Kedua parameter oseanografi yang dibahas di atas, pasut dan salinitas, dapat
digunakan sebagai kriteria dan/atau indikator dalam proses pembcntukan
kebijakan ferutama untuk lingkungan pantai dan laut. Akan tetapi terkesan bahwa
parameter ini masih sangat terbatas digunakan dalam proses pembentukan
kebijokannya, karena tittk berat dari masing-masing bidang ilmu (dasar dan
terapan) di satu pihak dengan bidang ilmu terajak berbeda sekali, di samping
kurangnya sosialisasi ke berbagai mangkuting yang terlibat. Merupakan tanggung
jawab kita (para penetitt di bidang ilmu dasar dan terapnn) bersama uniuk
mensosialisasikan semua hasil-hasil pemikiran dari bidang ilmu dasar mau pun
terapan seluas-luasnya.
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